
   

 45  

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulakan sebagai berikut:  

1. Pada dasarnya mekanisme pengangkatan anak dilakukan oleh orang tua angkat 

yang berasal dari Warga Negara Indonesia dan anak yang berkewarganegaraan 

yang sama melalui Dinas Sosial setempat dengan mengajukan surat 

permohonan. Surat permohonan yang masuk ke Dinas Sosial maka akan ada 

yang di tunjuk untuk melakukan home visit ke rumah calon orang tua asuh. 

Setelah dilakukan home visit dan diketahui alamat resmi calon orang tua 

angkat yang memiliki kemampuan atau kelayakan untuk mengangkat anak baik 

secara ekonomi maupun psikososial maka akan di rapatkan ke tim 

pertimbangan perizinan pengangkatan anak. Tim tersebut nantinya akan 

mengambil keputusan atau rekomendasi apakah calon orang tua tersebut bisa 

melakukan adopsi atau tidak, jika direkomndasikan maka hal tersebut sifatnya 

pengasuhan sementara yakni selama 6 bulan. Kemudian akan ditetapkan oleh 

pengadilan baik apakah calon orang tua angkat bisa mengadopsi anak atau 

tidak. 

2. Kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam 

mekanisme pengangkatan anak di Kota Gorontalo yaitu : 
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a. Faktor Internal  

  Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana sehingga kurang memadai, 

Sumber Daya Manusia yang terbatas, terbatasnya jumlah ruangan kantor 

sehingga kurang representatif jika dipergunakan untuk kegiatan pelayanan dan 

tidak terdapatnya ruangan yang bisa digunakan sebagai gudang penyimpanan 

dokumen permohonan penerbitan akta yang bersifat aktif sepanjang masa 

maupun gudang sebagai tempat penyimpanan blangko dan formulir dokumen 

kependudukan  sehingga pendaftaran pengangkatan anak ada masyarakat yang 

langsung mencantumkan anak angkat tersebut sebagai anak kandung padahal 

seharusnya melalui penetapan pengadilan dulu. 

b. Faktor Eksternal 

 Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen 

kependudukan. Masyarakat masih cenderung mengurus dokumen 

kependudukan hanya ketika dokumen tersebut digunakan sebagai persyaratan 

pengurusan kepentingan tertentu seperti dalam hal pengangkatan anak. 

Masyarakat cenderung yang melakukan pengangkatan anak tidak melalui 

prosedur sehingga dalam pembuatan akta kelahiran mereka tidak 

memberitahukan bahwa anak tersebut adalah anak angkat, Pengangkatan 

anak yang penetapan pengadilannya tidak didasarkan pada akta kelahiran 

anak dan tidak ada kejelasan atas identitas orang tua kandung. 

5.2 Saran 

 Penulis memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan mekanisme 

pengangkatan anak sebagai berikut: 
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a. Bagi para pemohon yang akan melakukan pengangkatan anak harus 

benar-benar memperhatikan tujuan dan motif dalam melakukan 

pengangkatan anak hanyalah untuk kepentingan yang terbaik bagi 

masa depan anak dalam rangka mewujudkan/ meningkatkan 

kesejahteraan anak dan perlindungan anak serta memperhatikan 

persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

b. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, 

agar tetap memberikan pelayanan terbaik serta tidak mempersulit 

kepada pemohon yang melaporkan pengangkatan anak untuk 

dibuatkan catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan 

akta kelahiran anak. 

c. Bagi masyarakat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak semoga dapat 

dijadikan acuan yang dapat memberikan manfaat dan tambahan 

ilmu pengetahuan mengenai proses pelaksanaan pengangkatan anak. 

Dan dengan memperhatikan hal tersebut masyarakat tidak akan lagi 

melakukan pengangkatan anak tanpa melalui prosedur sehingga 

pengangkatan anak dikota Gorontalo memiliki kepastian hukum.  
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